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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu penetapan 
status tersangka dart proses penyidikan sampai pelimpahan 
perkarake persidangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatil Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-
undang (statute approach) dan pendekatan konsePtual (conceptual 
approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 
tidakterdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu 
penetapan status tersangka mutat dart penyidikan sampai 
pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka 
tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu 
dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum 
yang dijamin datamPasal 28D dan 281 ayat (2) Undang-
UndangDasar 1945. 
Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum, Jangka Waktu, Status 
Tersangka. 
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A. Pendahuluan 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia menye- 
butkan bahwa Negara Republik Indonesia 
adalah Negara Hukum, sehingga segala 
sesuatu mesti berdasarkan pada aturan-
aturan hukum, terutama diperlukan adanya 
aparat penegak hukum yang diberi tugas, 
fungsi dan kewenangan menurut aturan 
hukum yang secara formil merupakan 
landasan dan dasar legitimasi segala 
tindalcannya sesuai aturan hukum yang ada 
untuk menegaklcan hukum.Jaminan hak 
konstitutional warga negara atas 
"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil" dan hak 
konstitusional atas due process of law 
sebagaimana terdapat dalam ketentuan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 tersebut harus diwujudkan 
dalam proses penegakan hukum. 
Fungsi penegakan hukum, negara 
melalui aparatnya, menjamin hak asasi 
manusia setiap orang yang dituduh 
melakukankejahatan. Terrnasuk dalam hak 
asasi manusia itu adalah hak untuk 
mendapatkan proses peradilan yang adil 
(fair trial). Dengan demikian, jika proses 
hukum pidana tidak menjamin dan 
melindungi hak-hak asasi individu itu maka 
telah terjadi tindakan sewenang-wenang 
yang berpengaruh pada upaya penegakan 
hukum itu sandhi. Demikianpulahalnyajilca 
ada proses persidangan yang mengabaikan 
prasip-prinsipfair trial, maka hal tersebut 
akan merusak tegaknya keadilan. Prinsip- 
prinsip fair trial dan hak-hak individu 
dalam proses hukum pidana diatur dan 
dijamin dalam Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia (WHAM), UUD 1945, 
Konvensi Intemasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik yang telah diratifikasi melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 
KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 
aturan perundang-undangan lainnya yang 
relevan.2 
KUHAP mengatur proses peradilan 
pidana yang lebih menjamin hak-hak asasi 
manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak 
kepada tersangka atau terdakwa. Oleh 
karena itu tersangka atau terdakwa tidak 
hanya dianggap sebagai pelanggar hukum 
(obyek pemeriksaan) melainkan sebagai 
manusia yang mempunyai hak .dan 
kewajiban (subyek hukum). Penegakan 
hukum dalam proses peradilan pidana 
menghadapi tugas best, merekamengadapi 
kepada dua pilihan sekaligus yang tidak 
dapat disingkirkan. Satu pihakmenghadapi 
tersangka atau terdakwa sebagai manusia 
pribadi dari anggota masayarakat yang 
mempunyai hak, dilain pihalc menghadapi 
pula masyarakat yang mempunyai fakta 
bahwa tersangka atau terdakwa yang patut 
diduga melakukan perbuatan itu sehingga 
hak-haknya dapat dikesampingkan. 
Seorang tersangka atau terdakwa dalam 
2 
 Agustinus Edy Krlstlanto dan Patra M. Zen (ed.), 2009, Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia, Pedoman Anda 
Memahaml Dan Menyelsaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, him. 324. 
188 I Jumal Hakim PRIMUS, Vol. 5 Na. 2. Tabun 2016 
Ketidokpost!on Hukum lank* Woktir Penetopan Status Tersangka Dad Proses Penyidlkon - Ramadan MON 
Sampoi Petimpahan Perkara Ke Peak/anon 
proses peradilan pidana belum tentu 
bersalah sebagaimana yang dilaporkan, 
diadukan atau didakwakan, maka 
selayaknya pervvujudan dan perlindungan 
hak-hak tersangka atau terdakwa 
mendapat perhatian dalam pelaksanaan 
proses peradilan pidana sesuai dengan 
prinsip-prinsip negata hukum.3  
Terkadang dalam proses penegakan 
hukum, warga negara merasa hak 
konstitusionalnya tersebut telah dirugikan 
dengan adanya beberapapasal dalamiCitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Salah satunya adalah Pasal 1 
angka 2.functo Pasal 1 angka 14 KUHAP 
dalam hal penetapan tersangka oleh 
penyidik. Hal tersebut terjadi karena tidak 
terdapat ketentuan yang mengaturmengenai 
batas waktu seseorang ditetapkan sebagai 
tersangka oleh penyidik. Status tersangka 
yang diberikanmetnpunyai implikasi negatif 
terhadap pandangan masyarakat terhadap 
orang yang telah ditetapkan sebagai 
tersangka. 
Dalam KUHAP tidak terdapat 
ketentuan mengenai batas waktupenetapan 
status tersangka. Tidak adanya ketentuan 
mengenai batas waktu penetapan tersangka 
dapat mengurangi hak-hak dari orang yang 
ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu 
dampalc lain ketika seseorang ditetapkan 
sebagai tersangka memunculkan stigma 
negatifdalam masyarakat. 
B. Pembahasan 
Penyidikan adalah tindakan yang 
dilakulcati oleh penyidik setelah proses 
penyidikan untuk menemukan orang yang 
diduga melakukan tindak pidana. Dalam 
proses penyidikan inilah penyidik 
menetapkan status tersangka kepadaorang 
yang diduga melakukan tindak pidana 
berdasarkanbulcti-bukti yang ditemukan. 
Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatalcan: 
"Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
carayang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemulcantersangkanya". 
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 
KUHAP dalampralctik dapat menimbullcan 
pengertian yang multi tafsir. Ketentuan 
tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang merupakan jaminan yang 
diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
serta dapat menimbulkan kesewenang-
wenangan sehingga batentangandengan 
prinsip umum due process of law yang 
merupakan ciri suatu negara hukum 
sebagaimanadigariskan dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945.Berdasarkan ketentuan 
pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, 
penyelidikan dilakukan sebelum penyi-
dikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari 
danmenemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan 
1  M, Syukrl Akub clan Beharudin Badaru, 2012, Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradllan Pldana, 
Rangkang Education, Yogyakarta, him. 121-122. 
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menemukan tersebut adalah suatuperistiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam 
hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari 
dan menemukan berarti penyelidik atas 
inisiatif sendiri untuk menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana.4 
Pcnyidik kemudian akan melakukan 
pemeriksaan tentang benar tidaknya telah 
terjadi suatu tindak pidana berdasarkan 
informasi yang didapatkan. Tindakan 
tersebut dibarengi dengan pengumpulan 
bukti-bukti untuk menguatkan adanya 
dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, 
kemudian berdacorican bulra-bukti tersebut 
dilakukan pengembangan proses 
penyidikan dalam hal menemukan pelaku 
yang diduga melakukan tindak pidana 
tersebut. 
Menurut Moth. Faisal Salam,' 
pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan 
secara bebas adalah suatu sistem atau cara 
penyelidikan yang dilakukan untuk mencari 
dan menemukan suatuperistiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat tidaknya di lakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 
Tmclakan peratlichlan adalah suatu tindakan 
yang sangat pentingkarenapenyelidikan itu 
dilakukan terhadap suatu peristiwa yang 
diduga merupakan suatu tindakpidana, dari 
basil penyelidikan yang telah dilakukan dapat 
ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, 
kemudian ditingkatkan dengan melakukan 
penyidikan dengan tujuan untuk 
mengumpulkan bukti-bukti yang dengan 
bukti tersebut maka tindak pidana itu 
menjadi jelas kemudian dilanjutkandengan 
memanggil atau menangkap orang-orang 
yang terlibat dalam perkara tersebut.° 
Tugasutamapenyidik adalahmencari 
dan mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti-bukti tersebutmembuat terangtentang 
tindak pidana yang teriadi serta menemukan 
tersangkaTenyidikan merupakan tahapan 
penyelesaian perkara pidana setelah 
penyelidikan yang merupakan tahapan 
permulaan mencari ada atau tidaknya tindak 
pidana dalam suatu peristiwa. Kctika 
diketahui ada tindak pidana terjadi, mak 
scat itulah penyidikan dapat dilakukan 
berdasarkan basil penyelidikan. Pada 
tindakan penycl idikan, penekanannya 
diletakkan pada tindakan "mencari dan 
menemukan" suatu "peristiwa" yang 
dianggap atau diduga sebagai tindakan 
pidana. Sedangkan pada penyidikan titik 
berat penekanannya dilctakkan pada 
tindakan "mencari serta mengumpulkan 
bukti". Penyidikan bertujuan membuat 
terang tindak pidana yang ditemukan dan 
juga menentukan pelakunya. 
Titilc panakal pemeriksaan dihadapan 
penyidik ialah tersangka. Dad dialah 
diperoleh keterangan mengcnai peristiwa 
• Laden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyeildikan dana Penyidikan, Baglan Pertama, 
Cetakan ill, Sinar Grafika, Jakarta, him. 6. 
• Moch. Faisal Saiam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar MaJu,Dandung, him. 30. 
▪ !bed, him. 30. 
t Laden Marpaung, Op.cit, him. 11. 
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pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, 
sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak 
pemeriksaan, terhadapnya hams diber-
lakukan asas akusatur. Tersangka hams 
ditempatican pada kedudukan menusia yang 
memiliki harkat martabat. Dia hams dinilai 
sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang 
diperiksa bukan manusia tersangka. 
Perbuatan tindak pidana yang 
dilakukannyalah yang menjadi objek 
pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut 
ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka 
hares dianggap tak bersalah, sesuai dengan 
prinsip hukum "pradugatak bersalah" (pre-
sumption of innocent) sampai diperoleh 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak 
pidana, tidak selamanya hanya tersangka 
solo yang hams diperiksa. Adakalanya 
diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. 
Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa 
pidana yang disangkakan. Kcpada 
tersangka hams ditegakkan perlindungan 
harkat martabat dan hak-hak asasi. kepada 
saksi dan ahli, haws juga diperlakukan 
dengan can yang berperiketnanusiaan dan 
beradab.g 
Persoalan mendasar dalam tahap 
permulan proses peradilan pidana adalah 
mengenai kapan dimulainya suatu 
penyidikan dan menemukan tersangka oleh 
penyidik. Bukti permulaan sebagaimana 
terdapat dalam ketentuan Pasal I butir 14 
KUHAP, yang menyatakan bahwa, 
"Tersangka adalah seseorang yang karena 
perbuatan atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana". 
Chandra M. Hamzah9 menyatakan 
bahwa, pada dasarnya fungsi bukti 
permulaanmerupalcan sate kesatuan derv= 
fungsi bukti permulaan yang cukup. Pada 
dasamyabukti permulaan yang cukupdapat 
diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, 
yaitu merupakan prasyarat untuk: 
1) Melalculcan pcnyidikan. 
2) Menetapkan status tersangka 
terhadap seseorang yang diduga melakukan 
suatu tindak pidana. 
Pembagian alas dua kategori tersebut 
bukannya tanpa arti. Terhadap kategori 
pertama, maka fungsi bukti permulaan yang 
cukup adalah bukti permulaan untuk dapat 
menduga adanya suatu tindak pidana dan 
selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan 
melakukan penyidikan. Sedangkan 
terhadap kategori kedua, selain sebagai 
bukti permulaan untuk menduga adanya 
suatutindakpidana, fungsi bukti permulaan 
yang cukup adalah bukti permulaan bahwa 
(dugaan) tindak pidana tersebut diduga 
dilakukan oleh seseorang.1° 
Berdasarkan fungsi tersebut, maka 
jenis bukti permulaan yang cukup dapat 
dilihat pada ketentuan KUHAP yang 
' M Yahya Harahap, 2012 Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, at. 
XIV, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134. 
Chandra M. Hannah, 2014, Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup, Pusat Stud' hukum dan 
Keblfakan Indonesia (MK), Jakarta, hlm. 6. 
ic Ibid. 
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mengatur mengenai kewenangan 
penyelidikan dan/atau kewenangan 
penyidikan. Berdasarkan ketentuan 
tersebut:  dapat disimpulkan bahwa bukti 
permulaan yang cukup terdiri atas: 
a. Keterangan (dalam proses 
penyidikan), 
b. Keterangan saksi (dalam proses 
penyidikan), 
c. Keterangan ahli ( dalam purses 
penyidikan), dan 
d. Barangbukti, bukan alat bukti (dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan). 
KUHAP tidak mensyaratkan berapa 
banyak bukti yang harus dimiliki sehingga 
prasayarat bulcti permulaan yang eukup 
telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP 
mensyaratkan bahwa: (1) dad bukti-bukti 
tersebut harus dapat diduga adanya tindak 
pidana (untuk melakukan penyidikan) atau 
(2) dari bukti-bukti tersebut harus dapat 
diduga bahwa seseorang adalah pelaku 
tindak pidana (untuk menetapkan 
tersangka). '1 
Pengertian bukti permulaan dalam 
Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
ManajemenPenyiclikanTinclak Pidanayaitu 
alat bukti berupa Laporan Polisi dan I (satu) 
alat bukti yang sah, yang digunakan untuk 
menduga bahwaseseorangtelah melakukan 
tindak pidana sebagai dasar untuk dapat  
dilalcukan penangkapan. Dalam ketentuan 
Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 
Tindak Pidana disebutkan bahwa dasar 
dilakukan Penyidikan: a. Laporan polisi/ 
pengaduan; b. Surat perintah tugas; e. 
Laporan basil penyelidikan (LHP); d. Surat 
perintah penyidikan; dan e. SPDP (Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). 
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan 
(Juldalc)KepalaKepolisian Republik Indo-
nesia, bukti permulaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam 
rangka menetapkan seseorang sebagai 
tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti 
dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang 
dimaksudkan disini adalah sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, 
baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat. keterangan terdakwa maupun 
petuniuk.12 
Menurut Eddy O.S. Hiariej u, bahwa 
kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 
butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat 
bukti sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat 
meliputi barang bukti yang dalam konteks 
hukurnpembuktian universal dikenal dengan 
istilah physical evidence atau real evi-
dence. Selanjutnya, untuk menakar bukti 
permulaan, tidaklah dapat terlepas dan 
pasal yang akan disangkakan kepada 
n /bid. 
'2 
 Eddy OS. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, him. 97. 
Ibid. 
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tersangka. Pada hakikatnya pasal yang 
akan dijeratkan berisi rumusan delik yang 
dalam konteks hukum acara pidana 
berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, 
pembuktian adanyatindak pidanatersebut 
haruslah berpatokan kepada elemen-elemen 
tindak pidana yang ada dalam pasal. 
Mengenai slat bukti dan kekuatan 
pembuktiamiya dapat diketahui melalui 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KL/HAP, telah 
menentukan secara lirnitatif slat bukti yang 
sah menurut undang-undang. Di luar alat 
bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
Hakim, penuntut umum, terdakwa atau 
penasihat hukum, terilcat dan terbalas hanya 
diperbolehkan mempergunakan alat-alat 
bukti itu saja dan tidak leluasa 
mempergtmakan slat bukti yang dilcehendaki 
di luar alat bukti yang ditentulcan Pasal 184 
ayat (1). Beberapa alat bukti tersebut, yakni: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
Ketentuan mengenai pembuktian 
dalam tindak pidana korupsi selain diatur 
pada ketentuan dalam KUHAP, juga diatur 
dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
PidanaKorupsi sebagaimanadiubandengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pentbahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindal( Pidana Korupsi, 
yang menyebutkan bahwa "penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksan di sidang 
pengadilantethadap tindak pidana korupsi, 
dilalcukanberdasarlcan hukum acara pidana 
yang berlaku". Hal tersebut menunjukan 
bahwa bukti permulaan dalam menduga 
bahwa seseorang telah melakukan tindak 
pidana korupsi dapat mengikuti ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP. 
Pembaruan yang dimiliki Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(KPK) dalam proses penyelidikan dan 
penyidikan adalah KPK memberikan 
defenisi terhadap bukti permulaan yang 
cukup dalam ketentuan Pasal 44 Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai berikut:'4 
(1) Jika penyelidik dalam melakukan 
penyelidikan menemukan bukti 
permulaan yang cult-up adanya dugaan 
tindak pidana korupsi, dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sggalditemukanbukti 
permulaan yang cukup tersebut, 
penyelidikmelaporkankepadakomisi 
pemberantasan korupsi. 
(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap 
telah ada apabiladitemulcan selcurang-
kuranMa 2 (dua) alat bukti, termasuk 
dan tidak terbalas pada infonnasi atau 
Chandra M. Hama, Op.cit, him. 30. 
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data yang diucapkan, dikirim, diterima 
atau disimpan baik secara biasa 
maupun elektronik atau optik. 
(3) Dalam hal penyelidik melakukan 
tugasnya tidak menemukan bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelidik 
melaporkan kepada komisi 
pemberantasan korupsi dan komisi 
pemberantasan korupsi menghentikan 
penyelidikan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 
tersebut, pelaporan terhadap indikasi tindak 
pidana korupsi kepada KPK harus 
did asarkan pada adanya suatu bukti 
permulaaan yang cukup. Apablia 
dibandingkan dengan KUHAP, bukti 
permulaan yang cukup dibutuhkan untuk 
dilakukannya penangkapan, sedangicanUU 
KPK menetapkanadanya bukti permulaan 
yang cukup sejak awal dilakukannya 
pelaporan atas suatu tindak pidana. 
Selanjutnya, pada Pasal 44 ayat (2) diatur 
mengenai hal-hal apa yang memenuhi syarat 
adanya suatu bukti permulaan yang cukup, 
yakni sudah terdapat sekurang-kurangnya 
2 (dua) alat bukti, temtasulc informasi atau 
data yang diucap, dikirim, diterima atau 
disimpan balk secara biasa maupun 
elektronik atau optik. Pengaturan pada 
Pasal 44 ayat (2) itu memberikan kejelasan 
mengenai syarat terpenuhinya suatu bukti 
permulaan yang cukup. Dalam hal ini, 
kewenangan untuk menentukan ada/ 
tidalcnya suatu bukti permulaan yang cukup 
tidak lagi berada ditangan penyidik. Pasal 
4 ayat (3) menjamin hak-hak seorang yang 
diduga melakukan tindak pidana korupsi 
serta menjamin tdak adanya abuse of 
power terhadap tersangka " Pasal tersebut 
menunjukan bahwa pembuat undang- 
tmdang memberilcan kewenangan yang Inas 
terkait alat bukti permulaan tindak pidana 
korupsi diluar yang diatur dalam Pasal 184 
ayat (1) KUHAP. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka untuk dapat di katakan 
sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut 
hams merujuk pada ketentuan yang terdapat 
dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, tentang alat-alat bukti yang dapat 
digunakan dalam pembuktian diper-
sidangan. 
Dalam perkembangannya defenisi 
bukti permulaan, bukti permulaan yang 
cukup serta bukti yang cukup yang 
digunakan dalam proses penyidikan, 
dipersempit berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- 
X112014. Mengenai bukti permulaan yang 
dapat digunakan proses penyidikan, maka 
bukti permulaan hams diartikan sebagai slat 
bukti sebagaimana terdapat dalam 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
Sehingga diperlukan dua alat bukti sebagai 
buktipermulaandalam penetapan tersangka 
o]eh penyidik. 
Dalam amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 
menyatakanbahwa: 
Mengabulkan permohonan pemohon 
 
15 laid, him. 30-32. 
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untuk sebagian: 
"Frasa "bukti permulaan", "bukti 
permulaan yang cukup", dan "bukti yang 
cukup" sebagaimana ditentukan dalamPasal 
1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 
(I)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 
"bukti permulaan", "bukti permulaan yang 
cukup", dan "bukti yang cukup" adalah 
minimal dua alat bukti yang termuat dalam 
Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
Frasa "bukti permulaan", "bukti 
permulaan yang cukup", dan "bukti yang 
cukup" sebagaimana ditentukan dalamPasal 
1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti 
permulaan", "bukti permulaan yang cukup", 
dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua 
alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana". 
Berdasarkan Putusan Mahkamah  
konstitusi tersebut, maka bukti permulaan, 
bukti permulaan yang cukup sena bukti yang 
cukup yang digunakan dalam proses 
penyidikan hams diarlikan sebagai dua alat 
bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 
184 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut menghilangkat gradasi 
dianteaa ketiga jenis bukti yang digunakan 
dalam proses penyidikan. Berdasarkan 
uraiantersebut, mengenai pengertian tentang 
bukti permulaan, maka yang dimaksud 
dengan bukti permulaan adalah bukti 
permulaan untuk menduga adanya tindak 
pidana dan dipergunakan untuk proses 
menemukan tersangka, dimana bukti 
tersebut memenuhi batas minimal 
pembuktian yakni apabila telah ditemukan 
sekurang-kurangnya dua slat bukti yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, serta harus relev an 
dengan tindak pidana yang disangkakan. 
Proses penyidikan dalam upaya 
mengumpulkan bukti sena menemukan 
tersangka tidak berlangsung dalam waktu 
singkat. Persoalan penetapan tersangka 
dalam proses penyidikan merupakan 
pengurangan kebebasan individu. 
Pengurangan kebebasan individu tersebut 
terjadi dalam hal upaya paksa yang 
sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh 
penyidik. Dalam ketentuan KUHAP tidak 
terdapat ketentuan jangka waktu penetapan 
tersangka oleh penyidik. Hal tersebut 
menimbulkan ketidakpastian terhadap 
orang yang diberikan status tersangka. 
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status tersangka menimbulkan ketidak-
pastian hukum. Padahal dalam KUHAP 
terdapat ketentuan yang menjamin hak 
tersangka untuk segera mendapat 
pemeriksaan dari penyidilc 
Dalam ketentuan Pasal 50 KURA.? 
disebutkan bahwa: 
(1) Tersangka berhak segera mendapat 
pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada 
penuntutumum; 
(2) Tersangka berhak perkaranya segera 
dimajukan kepengadilanolehpenuntut 
umum; 
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh 
pengadilan. 
Dalampenjelasanmengenai ketentuan 
Pasal 50 KUHAP dikatakan bahwa 
diberikannya hak kepada tersangka atau 
terdakwa dalam pasal itn adalah untuk 
menjauhkan kemungkinan terkatung-
katungnya nasib seorang yang disangka 
melakukan tindak pidana terutama mereka 
yang dikenakan penahananjangan sampai 
lama tidak mendapat pemeriksaan. 
Sehinggadirasakan tidak adanya kepastian 
hukum, adanya perlakuan sewenang-
wenang dan tidak wajar. Selain itu juga 
untuk mewujudkan peradilan yang 
dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan. 
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut 
bahwa seorang yang telah ditetapkan 
sebagai tersangka wajib dipenuhi hak- 
haknya sebagaimana disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 50 KUHAB Namun, dalam 
ketentuanpasal tersebut tidak menyebutkan 
secara jelas jangka waktu yang diberikan 
kepada tersangka untuk segera mendapat 
pemeriksaan tersebut, yang kemudian 
diajukan kepada penuntut umum. 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat 
dalam KUHAP, status tersangka yang 
ditetapkan olehpenyidik tergantung berapa 
lama proses penyidikan yang dilakukan 
oleh penyidik. Sementara jangka waktu 
proses penyidikan tidak terdapat ketentuan 
yang jelas dan membatasi waktu dalam 
proses penyidikan. Kemudian jikapenyidik 
telah melimpahkan perkara tersangka 
kepada kejaksaan dan kejaksaan 
menganggap berkas perkara tersebut 
lengkap, maka kejaksaan akan segera 
melimpahkan perkara tersebut ke 
pengadilan. Setalah penuntut umum 
melimpahkan perkara tersebut ke 
pengadilan maka status tersangka bembah 
menjadi terdakwa. 
Jika penyidik menganggap bahwa 
dalam perkara tersebut tidak terdapat 
cukup bukti atau dalam hal peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana, 
maka penyidik dapat melakukan 
penghentian penyidikan. Mengenai 
ketentuan penghentian penyidikan di atur 
dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP, yang menyatalcan bahwa "dalam 
hal penyidik menghentikan penyidikan 
karena tidak terdapat cukup bukti atau 
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peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan 
dihentikan demi hukum, maka penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya". 
Seseorang yang perkaranya telah dilakukan 
penghentian penyidikan oleh penyidik, 
maka status tersangkanya tidak ada lagi. 
Perubahan status tersangka jugs dapat 
terjacli jikatersangkamengajukan gugatan 
praperadilan mengenai penetapan status 
tersangkanya. Jika gugatan diterima maka 
status tersangkanya menjadi hilang. 
Penetapan tersangka memang metupakan 
salah satu obyek praperadilan, walaupun 
sebelumnya dalam ketentuan KUHAP hal 
tersebut tidak dapat dijadikan obyek 
praperadilan. Tetapi setelah keluarnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ 
PUU-X11/2014, yang menyatakan bahwa 
penetapan tersangka menjadi salah satu 
obyek dalam praperadilan. Maka status 
tersangka tersebut kemudian dapat 
dijadikan obyek praperadilan. Memang hal 
tersebut memberikan sedikit kepastian 
hukum Icepadatersanglcauntuk mengajukan 
praperadilan terhadap status tersangkanya, 
tetapi masalah kemudian yang dapat timbul 
jika praperadilan yang diajukan oleh 
tersanglcaditolakoleh majelis praperadilan. 
Konsekwensinya adalah status 
tars anglcanya tetap melekat pada diri 
tersangka. Aka kemudian hal tersebutterjadi 
maka, maka proses penyidikan terhadap 
tersangka akan berjalan kembali. 
Dalam KUHAP diatur mengenai 
upaya praperadilan terhadap upaya paksa 
yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi dengan 
adanya 	 Putusan 	 Mahkamah 
KonstituslNomor 21/PUU-M2014 upaya 
praperadilan itu diperluas hinggapeiaetapan 
tersangka. Dalam putusan tersebut 
diebutIcanbahwa"Pa.sal 77 hurufaUndang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Mara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesiallomor 3209) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai termasuk penetapan tersangka, 
penggeledahan, dan penyitaan". 
Namun yang menjadi permasalahan 
adalah dengan dimasukkannya penetapan 
tersangka sebagai obyek praperadilan 
berarti dalam hal ini penetapan tersangka 
juga dapat dikatalcan sebagai upaya paksa 
yang dilalculcan olehpenyidik. Upayapaksa 
tersebut hanya memberikan syarat dalam hal 
penentuan seorang yang diduga melakukan 
tindakpidanadenganbukti permulaantetapi 
tidak adabatasan waktu mengenai sampai 
kapan status tersangka seseorang tersebut 
melekat pada dirinya. Jangka waktu yang 
diatur dalam ketentuan KUHAP hanya 
mengenai lama penahanan yang dilcenalcan 
terhadap tersangka. 
Tidak jelasnya ketentuan mengenai 
jangka waktu pemberian status tersangka 
menimbulkanketidakpastianhukumkepada 
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tersangka. Sehingga hal tersebut dapat 
melanggarhak-hak 	  dad tersangka, jika 
proses pemeriksaan terhadap diri tersangka 
berlangsung dalam jangka waktu yang 
lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
maka perlu dilakukan perubahan terhadap 
ketentuan mengenai penetapan tersangka 
dalam KUHAR terutama mengenai batas 
waktu penetapan tersangka. 
C. Kesimpulan 
Tidak terdapat ketentuan khusus yang 
mengatur mengenai batas waktu penetapan 
status tersangka. Status tersangka 
tergantung pada proses penyidikan. Tidak 
adanya batas waktu dalam penetapan 
tersangka menyebabkan ketidakpastian 
hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 
281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
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